
b. bahwa Keputusan Bupati Nias Nemer 
061 / 441 / K/ 2014 ten tang Penetapan 
Wilayah Tex pencil di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Nias telah dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku lagi; 

Menimbang : a. bahwa tambahan penghasilan Pegawai 
Negeri Sipil dan CPNS di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Nias Tc:1.h1-1n 
Anggaran 2015 telah diatur dan 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nias 
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tambahan 
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias 
Tahun Anggaran 2015; 

BUPATI NIAS, 

DENGA.."'; RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN BUPATI NIAS 
NOMOR 22 TAHUN 2015 

TENT ANG 
PE.RUBA.YA..N AT.AS PERA.TURAN BUPATI NI.AS NOMOR 4, 
TAHUN 2015 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI 

PNS DAN CPNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2015 

SERJ: E NO:tvIOR : 25 

f~l 
·~ BERITA DAERAH 

KABUPATEN NIAS 



1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 
956 ter tang Pembentukan Daerah 

Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam 
Ling.kt.:~~162..: . ., 1~-J.,'cx-s,J:1 Propinsi Sumatera 
Utara (Lembaran N.eg2-x.-~.. P.-~·0ublik 
Indonesia Tahun 1956 Nomor S8, 
·1' am ·~,)~~-l~k_.;,:_:1. ": '. ·P·rr; } ~ . .-, y· ·;1 x .. l'J cg.set!. ·:;'. Repu b· lik 
Indonesia Nomor 10921: ,, 

huruf b, huruf c dan huruf d di atas, 
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Nias tentang Perubahan atas Peraturan 
Bupati Nias N0m0!' 4 Tahun 2015 tentang 
Tambahan Penghasilan Bagi PNS dan 
CPNS di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015; 

c. bahwa besaran tambahan Penghasilan 
Pegawai Negeri Sipil dan CPNS yang 
bertugas di Wilayah Terpencil tercantum 
pada Romawi IX Lampiran I Keputusan 
Bupati Nias Nomor 4 Tahun 2015 
dipandang perlu dirubah, . dengan 
mempedomani kemampuan keuangan 
daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
huruf "' an huruf c di atas, perlu 
dilakukan peru bahan Peraturan Bu pati 
Nias Nomor 4 Tahun 2015 tentang 
Tambahan Penghasilan bagi PNS dan 
CPNS di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan 

Mengingat 



5. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 
ten tang Perbendaharaan Negara 
(ltt::n ;_:_;-o.,;: ~., 1.'f·:~·g:::iJ:--?. Republik Indonesia 
Tahun 2004 Ncmor ':.;., T::·.,~::'.~:z,h:::m 
Le:ab2J:BJ1 Negara Republik Indonesia 
l\fv:<r,.·J;:- 43.SS\; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1974 Nomor 55> Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3041)~ sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 
43 Tahun 999 · ten tang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
169, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3890); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggaraan Negara Yang 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi 
d&1 I-kpcti~me (Lcrntr.:u an Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
75> Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lemba.ran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Norn.or 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua a .. tas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerin tahan Daer ah 
(l.embaran Negara Republik Indonesia 
'I'ahun 2015 Ncmor 58, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 5679); 

tentang 
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tPnt0.)'){r 
- -- - ---·~ v 

Perundang-Undangan (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 
5234); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 
tentang Perneriksaan Pengelolaan dan 
Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 66, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Nornor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pernerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Non or 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
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Tahun 2007 ten tang Organi sasi 
Perangkat Daerah (Lernbaran Negara 
Repuolik Indonesia Tahun 2 07 
Nornor 89; Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
4741}; 

41 Nomor Pemerintah Peraturan l r, 
o . 

R""p11h1,1., Indonesia Tahun 2007 
Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
4737); 

antara 
Dae rah 
Daerah 
Negara 

Urusan Pemerintahan 
Pemerin tah, Pemerin tahan 
Provinsi dan Pemerintahan 
Kabupaten; Kota (Lembaran 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 
Tahun 2007 tentang Pembagian 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 
Nornor 140, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 
4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 
Tahun 2005 tentang Pedornan 
Pernbinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah [Lernbaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; 
Tambahan Lembaran Negara 
'R_on,l~'h.1]}::""" Tr;l.f"'>·~~:i:'~·~ 1'T.~n-.r-: .... ~ 4.C:-Q·~\ · 
- .... ,t-- .... ~·-- .-..l..-- --------~.,._. .... __ - • ---·· ...... - .......... < r : 

Nomor 58 
Pegelolaan 

10. Peraturan Pernerintah 
Tahun 2005 tentang 
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'1'::;··- . .., K.cIJ'-:i Dinas .,.. ~le..;. ... _ .. i.,., 1i...-t. ~ 1-.1.. \.,,.;' 

Kabupaten Nias 
Orzanisasi d2._ .!. ?:'.:,C.J...i.-v 0..-. ->':.- 

Dinas Daerah 

Kabupaten Nias 
2008 tentang 

Daerah 
Tahun 

17, Peraturan 
Nomor 7 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias 
Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat 
D-8_1~rc1.h Kabupaten d.a-11 Sekretari.B.t 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Nias [Lembaran Daerah 
Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 6 
Seri D); 

Peratu r.-3.D. 
Nomor 13 

Pedoman 

Perubahan Kedua 8. .as 
Menteri Dalam Negeri 
Tahun 2006 tentang 

ciubah 
dengan 

Negeri 
ten tang 

Daerah, sebagaimana telah 
beberapa kali terakhir 
Peraturan Menteri Dalam 
Nomor 21 Tahun 2011 

Dalam Negeri 
2006 ten tang 

Pengelolaan Keuangan 

Menteri 
Tahun 

15. Feraturan 
Nomor 13 
Pedoman 

14. Feraturan Pemerintan Nomor 53 
Tahun 2010 ten tang Disiplin Pegawai 
Nege~ · Sipil (Lem .:SLraL Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 74, Ta:mbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 
5135i: / ; 



- 

10 Seri D); 
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nias 

Nomor 2 Tahun 2011 ten tang 
Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah 
Kabupaten Nias (Lembaran Daerah 
Nomor 2 Seri D}; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Nias 
Nomor 13 Tahun 2011 tentang 
Rencana Pembangunan .Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD} 
K8_b1J. )Rten Nias Tahun 20Ll-2016 
(Lembaran =,.is:~,~~'- Ke.bupaten Nias 
Nornor 13 Seri E}; 

dan Tct.t& Kcija Bad8.D. 
Perizinan Terpadu 

N ias (Lernbaran Daer ah ., 
l 1i:3.3 ~-_f.3J1t~I} 20(~£·. fJ,)1Yi1~··: 

01ganisasi 
Pelayanan 
Kabupaten 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Nias 
Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Organisasi Ian Tata Kerja Lembaga 
Teknis Daerah Kabupaten Nias 
(Lembaran Daerah Kabupaten Nias 
Tahun 2008 Nomor 8 Seri DJ; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Nias 
Nomor 9 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan 
dan Kelurahan Kabupaten Nias 
[Lernbaran Daerah Kaoupaten Nias 
Tahun 2008 Nomor 9 Seri D); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Nias 
Nomor 10 Tahun 2008 tentang 



Anggaran 2015 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Nias Tahun 2014 Nomor 
'3) :. 

26. Peraturan Bupati Nias Nomor 22 
Tahun 2014 tentang Pembentukan 
Organisasi Badan Pengelolaan 
Keuangan C.3.!l Aset D2.er~ 1:. 
Kabupaten Nias; 

27. Peraturan Bupati Nias Nomor 28 
Tahun 2014 ten tang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Nias Tahun 
Anggaran 2015, sebagaimana telah 
diuoah beberaoa kali terakhir rlf:' .J'.~n ......- - 'v1 UC:::..- ._ '-'·-·-· <,...!.p _'\,,.'('"...__ IL-- a...:.."\,..LJ..1. ._._ '"''"'""b,._°'ul.- 

Peraturan Bupati Nias Nomor 12 
.. ahun 2C 15 tentang Perubahan 
Ketiga atas -·eraturan Bupa .. i Nias 
Nemer 28 Tahun 2014 tenta. g 
Penjabaran Anggarar Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Nias 
Tahun Anggaran 2015 ; 

8 

Kerentuan Wilayah erpenc ·1 ._i 

Kabupaten Nias (Lembaran Daerah 
Kabupaten Nias Tahun 2014 Nomor 4 
Seri E); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Nias 
N omor 5 Tah un 2014 ten tang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Kaoupaten Nias 
2014 tentang 

Peraturan Daerah 
N ornor 4 Tah un 

24. 

2-3. Peraturan Daerah Nemer 3 Tahun 
2012 ten tang Pernbentukan 
Kecsrn atan Sogaeadu ( .embaran 
Daerah Kabupaten Nias Tahun 2012 
Nomor 3 Seri E); 
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Pasal 2 
Tujuan pernberian tambahan penghasilan adalah untuk 
rneningkatkan semangat kerj a, .nctivasi kerja, kinerja dan 
kesejahteraan FNS dan CPNS (khusus CPNS yang bertugas 
pada wilayah terpencil dengan mernpedomani Keputusan 
Bupati Nias Nomor 061/365/K/2015) di Lingkungan 
Pemermtah Kabupaten Nias. - 

Pasal I 
Ketentuan Pasal 2, Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 6 huruf g 
Peraturan Bupati Nias Nomor 4 Tahun 2015 ten tang 
Tamoanan Pengnasiian Bagi PNS dan CPNS di Lmgkungan 
Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015 (Berita 
Daerah Kabupaten Nias Tahun 2015 Nomor 4 Seri EL 
di u bah se bagai beriku t : 

BUPATI NIAS NOMOR 4 TAHUN 
2015 'fENTANG TAMBAHAN 
PENGHASILAN BAGI PNS DAN CPNS 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABlfPATEN NIAS TAHUN 
ANGGARAN 2015. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN ; 

28. Peraturan Bupati Nias Nornor 4 
Tahun 2015 ten tang Tarnbahan 
Penghasilan Bagi PNS dan CFNS di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Nias: 



- 

Pasal II 
Merubah Romawi IX Lampiran Peraturan Bupati Nias 
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan bagi 
PNS dan CPNS di Lingkungan Pernerintah Kabupaten Nias 
Tahun Anggaran 20151 sebagaimana tercantum dalam 
Larnpiran Peraturan Bupati Nias ini. 

Provinsi/ APBN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Nias, kecuali yang bertugas pada wilayah terpencil 
:dier1g'.::_r:. m-ert:t:'cdc·,i:?J.81-"Ji l~~{~f.'ll:\1~---J_-;: ~.:iJi:-,~at! I~T:{,2,._s-. l"J._: .. 111.-c.,r 
061/365/K/2015 tentang Penetapan Wilayah Terpencil 
dan Unit Kerja Wilayah Terpencil di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Nias. 

g. Memangku jabatan sebagai guru, pengawas mata 
pelajaran, pengawas TK, SD, dan penilik luar sekolah 
yang telah memperoleh tunjangan profesi atau 
tambahan nenzhaeilan yang bers: mber dari el DBD ~ V-Lai !-"'" .&.t:,.a.l .......... >J '-"'-..L.&. CU.Lb -- v-. J.. '-"... -..:;....(. .._ .i...&. ;......> 

Pasal 6 

(3) Tambahan Penghasilan Wilayah Terpencil diberikan 
pada PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas di 
Daerah terpencil pada wilayah Kabupaten Nias sesuai 
Keputusan Bupati Nias Nomor 061./36~/K/2015 
tentang Penetapan Wilayah Terpencil dan Unit Kerja 
Wilayah Terpencil di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Nias. 

Pase.13 



ll 

_.. 

Diundan.gkan di Gunungsitoli Selatan 
pada tanggal 4 September 2015 

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan 
pada tanggal 4 September 2015 

BUPATI NIAS. 

ttd 

SOKHIATULO LAOLI 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati - Nias mi, dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias. 

Peraturan Bupati Nias i j rnulai oerlaku pada tanggal 
diundanzkan. <.;- 

Pa~al HI 
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BUPATI NIAS, 

ttd 

SOKHIATULO LAOLI 

I IX. _KHUSUS PNS DAN CPNS WILAYAH TERPENCIL 

I GOLO~'GAN ,JF'iJ 1'ILJ.0Bl :P::~R ~T:.Yl:.-A~' 
I (Rp} 

1 I 2 
1 Golongan IV 500.000.- 

2 0,.,~lnng':n~ HT 500 000 " 

I 

3 Golongan II I 500.000.- 

4 Golongan I 500.000 - 

TAMBAHAN PENGHASILAN PNS 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS 

: ·;.:'.,; t\'!HiN 2v1$ 
: 4 S£1:"1'BM~E:R 2iY!.5 
' PERUBAflAN A'!'A.C. I'ERA'T·URAN 

BUPATI NJAS NOMOR 4 TAHUN 
21H:':' ~!\!TANG '1.'P..!lff!.AHA, 
PENGHASJLAN BAGI PNS DAN 
CPNS DI LINGJ<llNGAN 
PEMERINTAH KABUPATE:'I NlAS 
TAHUN ANGGAR.A.N 2015 

NO MOR 
TA..'tGG_U, 
'ffiN1'ANG 

!.A.'1.!P!RA;'li PtRA'P.JRAN BUPA1'I NIAS 


